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PROSES PENYELESAIAN PERKARA HUTANG PIUTANG DENGAN 
JAMINAN KEPERCAYAAN 
(STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI SURAKARTA) 
 
ABSTRAK 
Hutang piutang merupakan kegiatan antara orang yang berhutang dengan orang 
lain/pihak lain pemberi hutang, dimana kewajiban untuk melakukan suatu prestasi. 
Didalam melakukan perjanjian hutang piutang, maka kedua belah pihak harus 
melaksanakan hak dan kewajiban. Apabila dalam hal ini debitur tidak membayar 
kewajiban, maka debitur telah menciderai janji (wanprestasi). Penelitian ini memiliki 
tujuan untuk mengetahui bagaimana hakim dalam mempertimbangkan pembuktian 
dan hakim mempertimbangkan putusan perkara utang-piutang dengan jaminan 
kepercayaan. Metode penelitian menggunakan metode pendekatan normative yang 
bersifat deskriptif. Adapun jenis data terdiri dari data sekunder dan data primer. 
Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, studi lapangan dan 
wawancara. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan metode analisis data 
kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa hakim dalam 
mempertimbangkan pembuktian terbukti Para Tergugat memiliki hutang kepada 
Penggugat dan tidak ada berusaha melunasi hutangnya sehingga hakim memutuskan 
menyatakan Tergugat I,II dan Turut Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat dan 
menghukum untuk melunasi hutang pokok sebesar Rp. 673.755.000. 
 
Kata Kunci: Hutang piutang, Wanprestasi, jaminan kepercayaan di Pengadilan 
Negeri  
ABSTRACT 
Indebtedness is an activity between people who owe money to another person / party 
creditor, where the obligation to perform a feat. In doing accounts payable agreement, 
the two sides should implement the rights and obligations. If in this case the debtor 
does not pay its obligations, the debtor has injured promises (defaults). This study has 
the objective to find out how a judge in considering the evidence and the judge's 
decision to consider the case in debts with collateral trust. The research method using 
descriptive normative approach. The type of data consists of secondary data and 
primary data. Data collection techniques using literature studies, field studies and 
interviews. After the data collected then analyzed by qualitative data analysis 
methods. Based on the research results show that a judge in considering the evidence 
proved the Defendants owed to the Plaintiff and no attempt to repay the debts that 
haikm decided to declare Defendants I, II and Co-Defendant to the Plaintiff has a debt 
to pay off debt and punish the principal amount of Rp. 673 755 000. 
 





   




Masalah hutang piutang merupakan persoalan manusia dengan manusia 
yang biasa dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat. Gatot supramono 
menjelaskan bahwa pihak yang berpiutang atau memberi pinjaman disebut 
kreditur, sedangkan pihak yang berhutang atau menerima pinjaman disebut 
debitur.
1
 Perjanjian hutang piutang di masyarakat sering diadakan dengan suatu 
kesepakatan antara dua belah pihak untuk berjanji akan mentaati segala aturan 
yang ditetapkan dalam perjanjian yang telah dibuat. Bilamana kedua belah pihak 
sudah ada kata sepakat, dan disaksikan oleh sejumlah saksi, maka dianggap 
perjanjian sudah lahir seketika itu.
2
 
Perjanjian dalam arti sempit adalah suatu persetujuan dengan mana dua 
pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang 
bersifat kebendaan dibidang harta kekayaan.
3
 Pengertian hutang piutang sama 
dengan perjanjian pinjam yang dijumpai dalam kitab Undang-Undang hukum 
perdata pasal 1754 yang menjelaskan: “Bahwa pinjam meminjam adalah suatu 
perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain suatu 
jumlah barang tertentu dan habis pemakaian dengan syarat bahwa belakangan ini 
akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama 
pula”.4 
Jadi hutang piutang merupakan kegiatan antara orang yang berhutang 
dengan orang lain/pihak lain pemberi hutang, dimana kewajiban untuk melakukan 
suatu prestasi yang dipaksakan melalui suatu perjanjian atau melalui pengadilan. 
Atau dengan kata lain merupakan hubungan yang menyangkut hukum atas dasar 
seseorang mengharapkan prestasi dari seorang yang lain jika perlu dengan 
perantara hukum. 
                                                          
1
GatotSupramono, PerjanjianHutangPihutang, Prenada Media, Jakarta, 2013, hlm. 10-11. 
2
http://fh.unpad.ac.id/repo/?p=3116. DiaksesSelasa, 10 Oktober 2017 pukul 14.30.Wib 
3
 Abdulkadir Muhammad, 2010, Hukum Perdata Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Hal 290. 
4
 Op.Cit 
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Didalam Seminar Badan Pembina Hukum Nasional yang diselenggarakan 
di Yogyakarta, pada tanggal 20 s.d. 30 Juli 1977 menyimpulkan pengertian 
jaminan yaitu menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat dinilai dengan uang 
yang timbul dari suatu perikatan hukum.
5
 Sesuai dengan asas pacta sunt servanda, 
segala hal yang telah disepakati tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para 
pihak dalam perjanjian. Perjanjian yang dibuat dalam bentuk lisan mengandung 
banyak resiko jika dibandingkan perjanjian yang dibuat dalam bentuk tertulis. 
Dalam perjanjian lisan, kreditur biasanya akan mengalami hambatan dalam hal 
pembuktian apabila debitur tidak memenuhi kewajiban. Biasannya perjanjian ini 
dilakukan dengan rekan profesi yang sudah dikenal dekat tanpa harus dituliskan 
dalam lembaran kertas. Karena perjanjian ini didasarkan atas rasa kepercayaan 
orang satu dengan orang yang lain. 
Perjanjian hutang piutang dengan jaminan kepercayaan hanya digunakan 
para pihak untuk saling membantu pihak lain yang membutuhkan uang dan enggan 
untuk mengikat perjanjian secara resmi seperti halnya pada bank atau koperasi. 
Mengingat perjanjian pada bank atau koperasi terlalu rumit proses dan 
pelaksanaannya. Hal tersebut berdasarkan teori Steward Maculay yang 
menegaskan bahwa dalam suatu kontrak tidak dibutuhkan adanya bukti tertulis 




Perjanjian yang dibuat secara lisan tetap sah dan mengikat kedua belah 
pihak, karena harus dilandasi dengan kata sepakat dan harus dilaksanakan dengan 
iktikad baik. Perjanjian hutang piutang walaupun dapat dibuat secara lisan, 
sebaiknya dilakukan dengan cara tertulis, karena akan lebih mudah membuktikan 
adanya peristiwa hutang piutang. Namun jika perjanjian hutang piutang itu 
dilakukan secara lisan dengan jaminan kepercayaan, kemudian ada salah satu 
pihak mengingkari perjanjian sehingga terjadi wanprestasi yang disebabkan karena 
                                                          
5
 Mariam Darus Badrulzaman, 1987, Bab-bab tentang Credietverband, Gadai,dan Fiducia, Cetakan IV, 
Bandung.hal.227-265. 
6
 Suharmoko, 2004 Hukum Perjanjian : Teori dan analisa kasus, Kencana:Jakarta, hal 3 
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kesalahannya tidak mampu membayar utangnya, yang berakibat merugikan pihak 
yang lain yang mengakibatkan pihak yang dirugikan itu mengajukan gugatan ke 
Pengadilan Negeri. 
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini (1) Bagaimana 
pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian atas perkara hutang piutang 
dengan jaminan kepercayaan ? (2) Bagaimana hakim dalam menentukan putusan 
atas perkara hutang piutang dengan jaminan yang telah terbukti ? (3) Bagaimana 
akibat hukumnya setelah perkara hutang piutang mempunyai kekuatan hukum 
tetap ? 
Tujuan dari penelitian ini antara lain (1) Untuk mengetahui pertimbangan 
hakim dalam pembuktian atas perkara hutang piutang dengan jaminan 
kepercayaan. (2) Untuk mengetahui putusan hakim atas perkara hutang piutang 
dengan jaminan yang telah terbukti. (3) Untuk mengetahui akibat hukum dari 
perkara hutang piutang yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. 
Sedangkan manfaat yang diharapkan dapat diambil yaitu (1) Untuk 
menambah wawasan serta membentuk pola pikir kemampuan penulis. (2) Untuk 
memberikan informasi secara tertulis maupun sebagai referensi untuk menambah 
ilmu pengetahuan pembaca atau masyarakat serta dapat membantu memecahkan 
masalah yang mungkin sedang dihadapi. (3) Dengan penelitian ini diharapkan 
dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan yang berguna 
untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum 
 
2. METODE  
Pendekatan dalam penelitian ini adalah metode normatif karena dalam 
penelitian ini yang akan diteliti adalah kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum 
tentang proses penyelesaian perkara hutang piutang dengan jaminan kepercayaan 
di Pengadilan Negeri. 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 
penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara jelas mengenai proses 
penyelesaian perkara hutang piutang dengan jaminan kepercayaan. 
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Data-data yang dipakai dalam penelitian ini adalah: Data sekunder yang 
berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. 
Didalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data secara 
Kualitatif. dengan cara menyusun data-data yang telah dikumpulkan meliputi 
peraturan, buku-buku, yurisprudensi mengenai proses penyelesaian perkara hutang 
piutang dengan jaminan kepercayaan, yang dipadukan pendapat responden 
dilapangan setelah dipadukan dicari pemecahannya dianalisa secara kualitatif 
kemudian ditarik kesimpulan. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Pertimbangan hakim dalam pembuktian atas perkara hutang piutang 
dengan jaminan kepercayaan. 
Bahwa gugatan Penggugat menyatakan bahwa Penggugat memberi 
pinjaman pada Tergugat I sehingga total pinjaman seluruhnya sebesar 
Rp.673.755.000,-. Dari gugatan Penggugat, Tergugat II memberi jawaban 
yang menyatakan jika Tergugat II telah mengajukan jawaban tertulisnya yang 
berisi jika Tergugat II tidak mengetahui hutang yang dilakukan Tergugat I 
kepada Penggugat karena tidak pernah diberitahu baik Penggugat maupun 
Tergugat I. Menimbang, karena perjanjian ini dilakukan secara lisan, maka 
Majelis halim mempertimbangkan bukti surat dan keterangan saksi. 
3.2 Alat bukti Penggugat 
Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotocopy slip penarikan 
tabungan dari bank windu, fotocopy Billyet giro BNI 46, fotocopy nota toko 
di pasar klewer Hj. Sarwani  HS Los DD 126 serta beberapa fotocopy surat 
pernyataan saksi yang diajukan intinya mengatakan hubungan antara 
Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan dagang. Ditambahkan pula di 
Pasar Klewer ada suatu kebiasaan dimana hutang piutang bisa dilakukan 
dengan slip atau nota toko. 
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3.2.1 Alat bukti Tergugat II 
Untuk menguatkan dalil dari Tergugat II dimuka persidangan telah 
mengajukan bukti surat berupa fotocopy surat perjanjian kredit pemilikan 
rumah, fotocopy surat sertifikat hak guna bangunan No.396, fotocopy surat 
ijin membuat bangunan No. 548/831, fotcopy jual beli rumah dan penyerahan 
penggunaan tanah dan fotocopy jual beli rumah dan penyerahan penggunaan 
tanah dan menjual No. 706 dan 3 orang saksi yang pada intinya keterangannya 
menerangkan jika Tergugat II sejak 2005 atau 2006 sudah tidak berada di 
Pasar Klewer. Para saksi juga menganggap jika nota yang sah adalah nota 
toko yang ada tanda tangan yang mengeluarkan nota toko tersebut. 
Kesimpulan Hakim dalam menentukan Fakta Hukum Para Tergugat 
dinyatakan wanprestasi karena Para Tergugat yang beritikad buruk telah 
melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) dengan tidak membayar 
hutang kepada Penggugat seperti dalam perjanjian. 
3.2.2 Keputusan hakim atas perkara hutang piutang atas jaminan yang 
telah terbukti 
Perjanjian hutang piutang telah memenuhi syarat sahnya perjanjian 
seperti yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdata. Dari sisi hukum perdata 
adalah tergolong wanprestasi, dan sebagai akibat dari wanprestasi maka 
debitur (dalam hal ini Para Tergugat) harus mengganti kerugian, dan sesuai 
pasal 1243 KUHPerdata pengganti kerugian dimaksud meliputi kerugian yang 
diderita.  
Bahwa dinyatakan wanprestasi karena Para Tergugat yang beritikad 
buruk telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) dengan tidak 
membayar hutang kepada Penggugat seperti dalam perjanjian. Sehingga 
karena wanprestasi, Para Tergugat dituntut untuk melunasi hutangnya kepada 
Penggugat sebesar Rp. 673.755.000,-. 
Berdasarkan pada pertimbangan hakim tersebut Tentang Putusannya, 
Hakim memutuskan sebagai berikut: (1) Mengabulkan gugatan Penggugat 
untuk sebagian ; (2) Menyatakan Tergugat I dan II serta Turut Tergugat 
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mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 673.755.000, ( Enam ratus 
tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah ) ; (3) 
Menyatakan Tergugat I dan II serta Turut Tergugat melakukan perbuatan 
cidera janji (wanprestasi) ; (4) Menghukum Para Tergugat untuk melunasi 
hutang pokoknya sebesar Rp. 673.755.000,- ( Enam ratus tujuh puluh tiga juta 
tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah ) kepada Penggugat ; (5) Menyatakan 
sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta kekayaan Para 
Tergugat, (6) Menghukum Tergugat I dan II serta Turut Tergugat untuk 
tunduk pada putusan ini ; (7) Menghukum Tergugat I dan II serta Turut 
Tergugat untuk membayar biaya yang dalam perkara ini sebesar Rp. 
4.086.000,- (empat juta delapan puluh enam ribu rupiah) ; (8) Menolak 
gugatan Penggugat untuk selebihnya 
3.2.3 Akibat hukumnya setelah perkara hutang piutang mempunyai 
kekuatan hukum tetap 
Dengan dikeluarkannya Putusan, diharapkan para pihak mendapat 
keadilan dan kepastian hukum. Akibat hukum setelah dikeluarkannya putusan. 
Putusan ini haruslah dilaksanakan oleh Para Tergugat secara sukarela. Apabila 
putusan pengadilan tidak dilaksanakan secara sukarela, Penggugat dapat 




Pertama, Pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian pada 
perkara hutang piutang dengan jaminan kepercayaan. Berdasarkan gugatan 
Penggugat dan jawaban Tergugat II setelah dihubungkan dengan alat bukti berupa 
bukti surat dan bukti saksi yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh 
kesimpulan pembuktian sebagai berikut : 1) Benar, antara Penggugat dan Para 
Tergugat telah terjadi perjanjian hutang piutang, dengan bukti perjanjian berupa 
fotocopy slip tabungan bank windu milik Tergugat I dan nota toko milik Tergugat 
II sebagai jaminan dan dibenarkan oleh keterangan saksi bernama Nur Said, 
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Siswadi, Zidni Huda, Jimin, Slamet Nadhirin, Junet Fajar Budhi, 2) Benar, karena 
toko Tergugat II adalah bisnis keluarga, maka Tergugat I,II dan Turut Tergugat 
bertanggung jawab atas pembayaran hutang kepada Penggugat, 3) Benar, Para 
Tergugat tidak melakukan pembayaran dan beritikad buruk karena telah 
melakukan cidera janji (wanprestasi). 
Dari kesimpulan pembuktian tersebut sehingga dapat diambil fakta-fakta 
hukum yaitu terbukti telah terjadi peristiwa perbuatan wanprestasi sesuai dalam 
pasal 1243 KUHPerdata yang dilakukan oleh Para Tergugat. Antara Penggugat 
dengan Para Tergugat telah terjadi hubungan perjanjian utang piutang yang belum 
dibayar kepada Penggugat sebesar Rp.673.755.000,- (Enam ratus tujuh puluh tiga 
juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah). 
Kedua, Keputusan hakim atas perkara hutang piutang atas jaminan yang 
telah terbukti. Berdasarkan pemeriksaan persidangan tersebut diperoleh fakta-
fakta hukum dan Hakim telah memperoleh kesimpulan tentang hasil pembuktian 
yang pada intinya Penggugat mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya. Maka 
selanjutnya, Hakim akan memberikan pertimbangan-pertimbangan hukumnya 
yang akan dijadikan pedoman dalam menjatuhkan putusan. 
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, dengan ini Majelis Hakim 
menjatuhkan putusan sebagai berikut : 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk 
sebagian, 2) Menyatakan Tergugat I dan II serta Turut Tergugat mempunyai 
hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 673.755.000, ( Enam ratus tujuh puluh tiga 
juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah ), 3) Menyatakan Tergugat I dan II 
serta Turut Tergugat melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi), 4) 
Menghukum Para Tergugat untuk melunasi hutang pokoknya sebesar Rp. 
673.755.000,- ( Enam ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu 
rupiah ) kepada Penggugat, 5) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan 
(conservatoir beslag) atas harta kekayaan Para Tergugat, 6) Menghukum Tergugat 
I dan II serta Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini, 7) Menghukum 
Tergugat I dan II serta Turut Tergugat untuk membayar biaya yang dalam perkara 
   
 9   
 
ini sebesar Rp. 4.086.000,- (empat juta delapan puluh enam ribu rupiah), 8) 
Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya. 
Ketiga, Akibat hukumnya setelah perkara hutang piutang mempunyai 
kekuatan hukum tetap. Akibat hukum setelah dikeluarkannya putusan Nomor 
190/Pdt.G/2011/PN.Ska adalah terlebih untuk Para Tergugat harus menjalankan 
isi putusan secara sukarela. Apabila tidak mau, pihak Penggugat dapat 
mengajukan eksekusi ke Pengadilan Negeri agar supaya Para Tergugat 
melaksanakan putusan  
Pertama, untuk Penggugat, Sebaiknya, jika melakukan hubungan 
perjanjian haruslah ditulis dalam bentuk akta, sebab apabila terdapat perbedaan 
pendapat dapat kembali mengacu pada perjanjian yang telah disepakati dan 
memudahkan dalam hal pembuktian. 
Kedua, untuk Tergugat, dalam setiap melakukan perjanjian hutang agar 
selalu beritikad baik dalam menjalankan perjanjian. Jangan sampai melakukan 
cidera janji (wanprestasi).  
Ketiga, untuk masyarakat umum, untuk selalu bertanggung jawab dalam 
setiap melakukan suatu hubungan hukum dengan pihak lain. Agar tidak ada pihak 
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